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1. 	 Setiap perusahaan publik harns melakukan prinsip disclosure untuk 
I 
memberikan kepastian hukum bagi para pemegang saham dan pihak - pihak 
yang terkait dengan perusahaan tersebut antara lain dalam bentuk laporan 
keuangan kepada publik. Laporan keuangan ganda untuk peri ode yang sama 
menimbulkan misleading information dan merupakan pelanggaran terhadap 
prinsip keterbukaan, sehingga PT. Bank Lippo Thk. selaku emiten harns 
bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pemegang saham publik 
akibat pelanggaran prinsip keterbukaan tersebut. 
2. 	 Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang saham publik yang 
dirugikan karena misleding information: 
a. Gugatan Perdata berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum. 
b. Gugatan perdata berdasarkan wanprestasi. 
c. Gugatan Class Action. 
d. Laporan kepada Bapepam dengan disertai permohonan agar Bapepam 
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Saran 
Hal yang seharusnya dilakukan 9leh pemetintah dalam menegani kasus 1m 
adalah : 
a. 	 Sistem penalti yang menimbulkan kejeraan dati pelaku pelanggaran aturan 
perundang - undangan yakni dengan menerapkan sanksi dengan tegas. 
I 
b. 	 Melarang keterlibatan dati pihak - pihak yang jelas telah memanipulasi 
data perbankan dan pasar modal di dalam pengelolaan bank, baik sebagai 
komisatis maupun sebagai maIU\iemen bank. 
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